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ABSTRAK

Praktek wali adhal tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks
hukum Islam. Praktik wali adhal sering dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku
nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinannya.
Fenomena terjadinya wali adhal tidak saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang
syar’i. Alasan syar’i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara’. Kasus
yang diajukan oleh calon mempelai perempuan di Pengadilan Agama Semarang
tentang wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik membuat penulis ingin
mengkaji lebih jauh tentang bagaimana hukum formil dan hokum materil dalam
penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0057/pdt.p/2016/p.a Smg tentang
dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.

Metode yang penulis gunakan, yang pertama jenis penelitian adalah dokumen,
yang kedua sumber data adalah berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari
sumber kedua (pengganti) yang memiliki informasi atau data yang berupa dokumen
dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam,
teori hukum, figih munakahat. Yang ketiga metode pengumpulan data yang
digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, yang keempat metode analisis data
menggunakan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden
secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata dan teliti.

Hasil analisis dari penelitian penulis adalah: pertama, Hukum Formil dalam
penetapan tersebut tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami
seorang buruh pabrik, yaitu Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan wali
adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan yang
walinya adhal, maka Pengadilan Agama mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama
No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2
yaitu dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali
nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Kedua,
Hukum Materil dalam memutuskan penetapan tentang adhalnya seorang wali dalam
perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam
alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, karena alasan seorang wali yang tidak
setuju dengan calon anaknya yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya
lulusan SD ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal
oleh pengadilan, bahkan saat wali dipanggil 2 kali oleh Pengadilan Agama untuk
dimintai keterangan, wali tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang jelas, bahkan
secara hukum syara’ antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk
melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesusuan.
Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera
ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah,
berbuat zina, kawin lari, bahkan nikah sirri, karena hal ini dilarang oleh hukum Islam.

Kata kunci: Wali Adhal, Wali Hakim, Kafa'ah
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“Dari Aisah, ia berkata: bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda setiap orang
perempuan yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, jika
lelaki telah mempergaulinya, maka perempuan itu telah memperoleh mahar sebab
lelaki itu telah minta halal dari farjinya, maka apabila bersengketa para wali,
penguasa menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Riwayat Imam
empat kecuali Nasa’i dan dianggap shahih oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan
Hakim.”
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek wali adhal tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam
konteks hukum Islam. Praktik wali adhal sering dijadikan langkah
alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih
mempertimbangkan keyakinannya. Fenomena terjadinya wali adhal tidak
saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang syar’i, alasan syar’i adalah
alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara’. Misalnya: anak gadis wali
tersebut sudah dilamar orang lain atau wali sudah mempunyai calon lain
untuk anaknya, beda agama, cacat tubuh, miskin, dan lain sebagainya.’
Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluknya, ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai
jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan
hidupnya.? Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat
perkawinan dipenuhi, baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan
administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.®

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun. Salah satunya yaitu
wali nikah. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan

nikah sehingga nikah menjadi sah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan

! Alhamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hal. 90

2 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 6

% Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT. Melton Putra , 1991,
hal. 40



tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka
pernikahan tersebut batal (tidak sah), nabi bersabda: tidaklah sah nikah
itu kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad).
Wali merupakan suatu ketentuan hukum Islam. Mengenai wali nikah ini
termasuk persoalan wali yang berkaitan dengan manusia, bukan dengan
masalah kebendaan. Dalam suatu pernikahan persyaratan adanya wali
nikah harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak
memberi izin menikah atau menikahkannya. Wali dapat langsung
melaksanakan akad nikah itu ataupun mewakilkannya kepada orang lain’

Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita
yang akan bertindak untuk menikahkannya. Orang yang berhak menjadi
wali nikah ialah seorang laki-laki yang mempunyai syarat hukum Islam,
yaitu: muslim, aqil, baligh.” Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan
wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena
untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, perwalian dalam
pernikahan lebih bersifat kewajiban daripada hak.

Pada saat akan melangsungkan perkawinan, ada rukun dan syarat
perkawinan yang harus dipenuhi. Antara rukun dan syarat itu ada
perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari rukun
perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya
salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, rukun

perkawinan diantaranya yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan,

* Umul Baroroh, Figh Keluarga Muslim Indonesia, Semarang: CV. Karya
Abadi Jaya, 2015, hal.80
> Ibid, hal. 81



wali, dua orang saksi, ijab gabul.® Sedangkan yang dimaksud dengan
syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan akan
tetapi tidak termasuk hakekat dalam perkawinan itu sendiri, jika salah satu
syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak
sah. Syarat perkawinan merupakan syarat yang bertalian dalam rukun-
rukun perkawinan yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab
gabul.’

Salah satu rukun nikah menurut hukum Islam yaitu wali nikah bagi
calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan yang dilakukan tanpa wali
nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak sah atau dapat
dibatalkan. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada
di tangan wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan
perempuan yang ada dalam perwaliannya. Demikian pula ia berhak
melarang nikah dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima
misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang
oleh orang lain, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat
difasakhkan. Dalam hal seperti ini wali nasab berhak menjadi wali dan
haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain atau kepada wali hakim.®

Perkawinan menurut hukum Islam adalah sah dengan adanya wali
nikah (wali nasab) dan apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui

dimana keberadaannya atau berhalangan tidak memenuhi syarat atau adhal

® Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 12

" Ibid, hal. 13

® Djamaan Nur, Figih Munakahat, Bengkulu: CV. Toha Putra Semarang, 1993,
hal.65



(enggan/menolak) maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dasar
disyari’atkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman

Allah QS. An-Nuur ayat 32:

T 156K o) B Wale e Oaallallly W (T 1 agily
VY Jale an’s ANy abiad (e AL g5
Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nuur: 32)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyatakan:

(1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan
agama tentang wali tersebut.® Jadi kompilasi hukum Islam di Indonesia
mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan wali sebagai
syarat sahnya pernikahan, yang apabila tidak ada atau dalam keadaan
tertentu, maka wali hakim dapat menjadi wali nikah.

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang

sudah baligh dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-
masing pihak yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria
menginginkan perkawinan itu dilangsungkan. Jika terjadi wali adhal maka
wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan

Pengadilan Agama yang menyatakan mengenai wali adhal.

% Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika
Pressindo, 1995, hal. 56



Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali adhal akan
memberikan wewenang kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali
nikah, namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahunl974 tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan alasan-alasan
bahwa wali nasab dapat menolak menjadi seorang wali.

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi golongan rakyat tertentu pencari keadilan dan
mengenai perkara perdata tertentu. Oleh karena itu Pengadilan Agama
merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengatur dan
menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan perkara perdata
tertentu.’® Dalam memutus perkara wali adhal, jika tidak tepat maka dapat
berakibat memutuskan tali kasih antara orang tua yang tidak mau
menikahkan anaknya dengan alasan bahwa sang anak lebih memilih
kekasihnya dan melepas orang tuanya. Dari Penetapan Pengadilan Agama
No. 0057/pdt.p/2016/p.a smg dapat diidentifikasikan bahwa di Pengadilan
Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara wali adhal
karena calon suami anaknya seorang buruh pabrik. Padahal calon suami
tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan
hubungan mereka telah berlangsung selama 6 bulan bahkan calon suami
sudah mempunyai penghasilan yang cukup, dan calon suami anaknya

sudah melamar sang anak sampai dua kali akan tetapi ayah dari wanita

19 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006. hal. 5



tersebut tetap saja menolak, enggan (adhal) karena calonnya hanya
seorang lulusan SD dan seorang buruh pabrik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti
lebih dalam tentang Penetapan Pengadilan Agama Semarang Yyang
mengabulkan permohonan pemohon dalam mengajukan wali adhal dan
menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS
TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.
0057/PDT.P/2016/P.A  SMG TENTANG DIKABULKANNYA
PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI

SEORANG BURUH PABRIK”

. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum formil dalam Penetapan Pengadilan Agama
Semarang No. 0057/pdt.p/2016/pa smg tentang dikabulkannya
Permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik?

2. Apa dasar pertimbangan hakim (Hukum Materil) dalam memutuskan
Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0057/pdt.p/2016/pa smg
tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami

seorang buruh pabrik?



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui hukum formil dalam penetapan hakim Pengadilan
Agama Semarang No. 0057/pdt.p/2016/pa smg tentang dikabulkannya
permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim (hukum materil)
terhadap  Penetapan  Pengadilan  Agama  Semarang  No.
0057/pdt.p/2016/pa smg tentang dikabulkannya permohonan wali

adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:
1. Secara teoritis
Secara otoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang fenomena wali adhal
dan keterlibatannya terhadap terjadinya wali pengganti di Pengadilan
Agama serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis
sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam
karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis



Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat
bagi para praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama. Masyarakat
umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam
mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya

keilmuan yang lebih bermanfaat.**

E. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari
permasalahan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah
aktifitas yang bersifat trial and error (salah satu metode yang bisa
digunakan dalam mencari solusi sebuah masalah). Dengan mengambil
langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan
permasalahan penelitian, dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa
yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti lebih siap dengan
pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.*?

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka
dalam telaah pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi hasil para
sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang
mempunyai tema sama tetapi perspektif berbeda. Hal ini penting untuk
bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari

upaya plagiat. Adapun skripsi tersebut adalah:

Y http://www.scribd.com/doc/33388389/contoh.proposal.penelitian. kualitatif.
13 November 2016. Jam 09.50 WIB

12 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, Cet. Ke-6, 2003, hal. 112



“Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan
Bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang” oleh Hendrix
Yonaz, lulusan tahun 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hal-hal
yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal yaitu
dari segi agama/keyakinan, yang hanya diperbolehkan menikah hanya
yang sama keyakinannya dengan si pemohon (Islam). Kalau seandainya si
pemohon mempunyai calon yang non muslim maka perkawinannya
berpedoman dalam perkawinan campuran (beda agama). Kemudian yang
menjadi pertimbangan hakim lainnya yaitu dari segi sekufunya, yaitu sama
sosial antara si pemohon dengan calon suami dan juga dari segi
penghasilan yang diperoleh calon suami untuk memenuhi kebutuhan,
karena pengadilan akan memberi izin untuk menikah jika calon suami
sudah siap untuk menghidupi calon istri (pemohon) sertabisa bertanggung
jawab sebagai kepala keluarga.™

“Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Wali Adhal di
KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan” oleh Daud Rismana,
lulusan tahun 2013. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hal-hal yang
menyebabkan wali nikah enggan untuk menjadi wali nikah bagi anaknya
atau saudara perempuannya menikah di KUA Kecamatan Wirosari
Kabupaten Grobogan adalah aspek ketidakcocokan dengan calon
mempelai laki-laki, karena calon mempelai laki-laki belum mempunyai

pekerjaan yang mapan, calon mempelai laki-laki masih sangat muda,

3 Skripsi ini ditulis ileh Hendrik Yonaz Lulusan tahun 2011 Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang.
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karena orang tua sudah memiliki calon untuk anaknya, karena menurut
faktor hari yang tidak baik menurut adat Jawa. Peran Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari dalam menyelesaikan
wali adhal adalah PPN bertidak sebagai mediator dalam penyelesaian
konfllik antara calon mempelai dengan walinya, bertindak mewakili
menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah,
disamping itu juga berperan sebagai wali hakim setelah ada penetapan
wali adhal dari Pengadilan Agama. Karena wali nasab tidak mau bertindak
sebagai wali, enggan atau membangkang (adhal).**

“Permohonan Wali Adhal Menurut Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama
Kota Tegal No0.08/Pdt.p/2008/P.a.tg Dan No.11/Pdt.p/2007/P.a.tg)” oleh
Nurjanah. Skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana kedudukan dan peran
wali hakim yang menggantikan wali adhal yang ditinjau dari hukum Islam
dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pada penetapan pengadilan
agama kota Tegal ini bahwa yang menjadi alasan keengganan wali atau
adhalnya wali yaitu karena hari lahir jeblok, calon suami yang miskin dan
belum mempunyai penghasilan tetap serta karena wali nikah mempunyai
permasalahan pribadi dengan calon mempelai pria. Untuk itu majlis hakim
menjatuhkan penetapan bahwa wali tersebut adhal dan menunjuk kepada
KUA Kecamatan untuk menjadi wali hakim. Jadi, apabila wali (wali

nasab) adhal atau enggan menjadi wali nikah maka hak kewaliannya

' Skripsi ini ditulis oleh Daud Rismana lulus tahun 2013 Fakultas Syari’ah IAIN
Walisongo Semarang .
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berpindah kepada wali hakim apabila yang menjadi alasannya enggannya
wali tidak berdasarkan hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun
1974. Perkawinan akan lebih sempurna apabila yang menjadi wali
nikahnya adalah wali nasab bukan wali hakim.*®

“Analisis Terhadap Persepsi Ulama Tentang Pernikahan Oleh Wali
Hakim Kaitannya Dengan Wali Adhal (Studi Kasus di Desa Ujunggede
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)” oleh Subhan, lulusan
tahun 2009. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pernikahan oleh wali
hakim kaitannya oleh wali adhal itu sah, di samping dari dalil-dalil yang
menguatkan keabsahannya dan dapat untuk memelihara martabat
perempuan dalam pernikahan agar mereka tidak terjerumus dalam lembah
perzinaan.'®

Dari deskripsi di atas bahwa masalah yang akan penulis bahas
mengenai “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA SEMARANG NO. 0057/PDT.P/2016/P.A° SMG TENTANG
DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA
CALON SUAMI SEORANG BURUH PABRIK”, berbeda dengan peneliti
sebelumnya. Pada penulisan skripsi ini akan lebih menekankan apa saja
yang menjadi dasar alasan majlis hakim Pengadilan Agama Semarang
dalam memutus perkara penetapan wali adhal, dan juga dasar

pertimbangan serta akibat hukum yang terjadi wali adhal tersebut.

' Skripsi ini ditulis oleh Nurjanah Fakultas Hukum Universitas Indonesia
'® Skripsi ini ditulis oleh Subhan Lulus Tahun 2009 Fakultas Syari’an IAIN
Walisongo Semarang.
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F. Metode Penulisan
Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan
yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang. Dan di samping itu
sekripsi ini juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya
permohonan wali adhal. adapun metode yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Dokumen (Library
Research) yang berupa studi dokumen Putusan Pengadilan Agama
Semarang Nomor 0057/pdt.p/2016/pa smg tentang dikabulkannya
permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik
dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif ini
bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna dibalik realita.'’
2. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek
darimana data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi
sumber data. Dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini
hanya menggunakan data sekunder saja. Data Sekunder adalah data
yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli)
yang memiliki informasi atau data tersebut.’® Penelitian dengan data
ini juga termasuk Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitan

perpustakaan yang merupakan pengkajian studi dokumen, yakni

7 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2001, hal. 124
'8 Ibid, hal. 86
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dengan menjelaskan berbagai data sekunder yaitu Putusan Pengadilan,

Peraturan Perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, Teori

Hukum, fikih munakahat, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan

dengan kajian penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan
untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, surat kabar, notulen,
dan sebagainya yang berkaiatan dengan penelitian skripsi ini.'®
Metode ini sangat di perlukan, dalam hal ini dengan menelusuri
berkas serta putusan perkara Nomor 0057/pdt.p/2016/pa smg
tentang wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.
Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka
antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarali,
dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara,
dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial
yang relatif lama.?*® Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama

hal. 274

hal. 111

19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010,

% Burhan Mungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenada Media Gruop, 2011,
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Semarang dalam memutus perkara wali adhal yang berkaitan
dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi interviewed
adalah Majlis Hakim Pengadilan Agama Semarang Yyang
menangani perkara tersebut.
c. Analisis data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya
adalah menganalisis data. Dalam skripsi ini penulis data deskriptif-
analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis
atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.?* Dengan hal ini penulis
berusaha menganalisa penetapan wali adhal karena calon suami
seorang buruh pabrik di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016
dengan nomor perkara 0057/pdt.p/2016/pa smg dan selain
menggunakan analisis  deskriptif  analistis  penulis  juga
menggunakan data analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat

pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan skripsi
Untuk menggambarkan suatu pembahasan secara global dan dapat
memudahkan pembaca dalam memahami gambaran dari seluruh skripsi
ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam skripsi ini.

Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

1 gSoerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas
Indonesia (UI-Press), 1986, him. 250
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BAB | berisi pendahuluan, Bab ini menggambarkan isi dan bentuk
penelitian yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode  penelitian,

sistematika penulisan.

BAB Il berisi tentang tinjauan umum tentang wali adhal dalam
hukum islam, dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang pengertian
wali, kedudukan dan peran wali dalam pernikahan, macam-macam wali
yaitu: wali nasab, wali hakim, wali adhal, teori selanjutnya adalah syarat-

syarat wali.

BAB I1I berisi tentang penetapan pengadilan agama Semarang No.
0057/pdt.p/2016/p.a smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal
karena calon suami seorang buruh pabrik, dalam bab ini meliputi profil
Pengadilan Agama Semarang, akibat hukumnya terhadap Putusan Hakim
Pengadilan Agama Semarang No0.0057/Pdt.P/2016/PA Smg tentang
diabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh
pabrik, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor.0057/
Pdt.P/2016/PA smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena
calon suami seorang buruh pabrik, Putusan Hakim dalam
N0.0057/Pdt.P/2016/PA Smg tentang di kabulkannya permohonan wali
adhal karena calon suami seorang buruh pabrik dengan prinsip-prinsip

munakahat



16

BAB IV berisi tentang analisis penetapan pengadilan agama
Semarang No. 0057/pdt.p/2016/p.a smg tentang dikabulkannya
permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, bab ini
menerangkan analisis terhadap hukum acara (hukum formil) Putusan
Hakim Pengadilan Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg tentang
dikabulkannya permohonan wali adhal karena seorang suami seorang
buruh pabrik, dan analisis dasar pertimbangan hukum (hukum materil)
terhadap Putusan Pengadilam Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA
Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami

seorang buruh pabrik

BAB V adalah penutup, ini merupakan bab terakhir yang berisi
kesimpulan dari hasil pembahasan Penetapan Pengadilan Agama
Semarang No. 0057/Pdt.p/2016/P.A° Smg tentang dikabulkannya

permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADHAL DALAM HUKUM ISLAM

A. PERWALIAN

Wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua
atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan
hukum.?Wali  juga berarti orang yang melakukan akad atau
mengakadkannikah sehingga nikah menjadi sah.”® Wali berasal daribahasa
Arab yaitu Al-waliyaa (LsY)) berasal dari kata wali,walyan, wawalayatan
(s, Ws, 4dss) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong,
sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan)
seseorang.?!

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia
bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu
memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia
bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau

atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas

*’Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Group,
2014, hal. 135

2 Umul Baroroh, Figh Keluarga Muslim Indonesia, Semarang: CV. Karya Abadi
Jaya, 2015, hal. 80

2 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2004, hal. 134-135
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nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan
oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki
itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.?

Keberadaan wali dalam perkawinan menurut Hadist Rasulullah mutlak
diperlukan. Menurut Madzhab Syafi’i, izin wali termasuk rukun perkawinan,
demikian juga Madzhab Maliki dan Hanbali. Imam Malik mengecualikannya
bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya
sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya.Madzhab
Hanafi berpendapat boleh bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk
mengawinkan dirinya sendiri. Jika ia punya anak perempuan, ia boleh
mengawinkannya ketika masih kecil. Boleh pula berwakil untuk dirinya atau
anaknya tersebut, tetapi kalau ternyata calonnya tidak sekufu dengannya, ia
berhak menolaknya, karena wali menurut Madzhab Hanafi hanya sebagai
syarat bukan rukun, wali diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih
kecil, namun ketika ia sudah dewasa ia mempunyai hak khiyar (hak memilih)
antara melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.”®

Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi

wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2009, hal.69

*®yaswirman, Hukum Keluarga, Jakarta: PT. Rajagrafinda Persada, 2013, hal.190-
191
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Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.?’

Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam
mewajibkan adanya pihak wali bagi mempelai perempuan agar tetap
terlindungi, karena lemahnya fisik dan akal perempuan bisa berakibat salah

memilih suami.

. Kedudukan dan peran wali dalam pernikahan
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti
dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.Wali itu
ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama.
Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang
yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang
yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.?
a. Menurut figh
Wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan
oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad
tersebut.Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan

yang dilaksanakan tanpa wali maka perkawinan tersebut tidak sah karena

7 Umul Baroroh, Figh Keluarga Muslim Indonesia, Semarang: CV. Karya Abadi
Jaya, 2015, hal. 80

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2009, hal. 69
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kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang
mesti harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang lain
mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu
rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi sekedar sunnah saja dan
perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad
perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut
tetap sah dan perkawinan itu tidak menjadi batal.*®

Di antara ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali adalah

sebagai berikut:

Qs. Al-Bagarah ayat 232:
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Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka

kawin lagi dengan bakal suaminya®.”!

Qs. An-Nur ayat 32

[a - _ . _ e _ E e g
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2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:
Kencana, 2006, hal. 58

%0 Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain.

*'Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia juz 1-30, Kudus:
Menara Kudus, 2006, hal. 37
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Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian®? diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Dari ayat diatas tidak menunjukkan keharusan adanya wali,
karena ayat yang pertama larangan menghalangi perempuan yang
habis iddahnya untuk menikah, sedangkan ayat kedua suruhan untuk
mengawinkan orang-orang yang masih bujang.Dari pemahaman ayat
tersebut jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam
perkawinan.

Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat al-Qur’an
sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan juga

menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian Hadis-hadis, yaitu:

Bk e A g salan e A by alllae W K
Wl ) e Ea Ko 0By Salusadle dbl s Ll 08 Al 0

%2 Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak
bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia juz 1-30, Kudus:
Menara Kudus, 2006, hal. 354
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Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib: telah
meriwayatkan kepada kami ‘Adullah bin Mubarak, dari Hajjaj, dari Zuhri,
dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, dari Nabi SAW dan dari Ikrimah, dari Ibnu
‘Abbas, keduanya mengatakan: Rasulullah telah bersabda:’Tidak sah
perkawinan tanpa wali”.

Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan
menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya
dengan dalil sabda Rasulullah Saw:

508 8 A0 Ce L hsh 0ol el e DA () Bl U A o (3 K0l W 3
Ll S8 (ol LS 350l Ll sl g adle i) loa il J gy J U 2cld Ale o0
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Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah
telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraj, dari Sulaiman bin Musa, dari
Zuhri, dari ‘Urwah, dari Aisyah ra, ujarnya: Rasulullah saw bersabda:
setiap perempuan yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nukahnya
bathil, maka nikahnya bathil, maka nikahnya bathil. Jika ternyata terlanjur
terjadi, maka perempuan itu berhak memperoleh mahar karena
keterlanjurannya  itu, dan bila mana para wali berselisih, maka
penguasalah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai
wali.”

** Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid Al Kozwini. Sunan Ibni Majah
Juz 1 ,Bairut: Dar alfikr, 1997, hal. 605
** Ibid, hal. 605
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Dalam Hadis ini yang dituntut adalah izin wali, bukan diakadkan
oleh wali, karena bila yang mengakadkannya adalah walinya tentu tidak
relavan lagi adanya persyaratan izin wali, karena yang mengawinkan

adalah wali itu sendiri.®®

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
Di dalam bab Il pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 tentang syarat-syarat
perkawinan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
diatur sebagai berikut:

(2). Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai
umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3).Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua
yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

(4). Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2009, hal. 70-75
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selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.*’

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini
menganggap bahwa wali bukan syarat untuk sahnya nikah, dan yang
diperlukan hanya izin orang tua bila calon mempelai laki-laki dan calon
mempelai perempuan belum dewasa yaitu di bawah umur 21 tahun, dan
jika telah dewasa yaitu umur 21 tahun ke atas tidak diperlukan lagi izin

dari orang tua.

C. Macam-macam wali

a. Wali nasab
Wali nasab adalah wali yang berdasarkan ikatan darah.*®
Pernikahan bila tidak ada wali (bapak) maka dapat di wakilkan oleh
saudara laki-laki si wanita, bila tidak ada saudara laki-laki, maka dapat
juga diwakilkan kepada saudara laki-laki dari bapak atau paman dari si
wanita yang akan menikah itu, wali sesudah bapak dan kakek itu disebut

wali nasab.*
Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat

dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya

¥ K. Kwantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia,
1976, hal. 54

% Abdul Hadi, Figh Munakahat, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal.113

*Mohd. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal.3
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petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur’an tidak membicarakan

sama sekali tentang siapa-siapa yang berhak menjadi wali.** Diantara

jumhur ulama yang menetapkan wali nasab terdiri dari Syafi’iyah,

Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi’ah Imamiyah yang membagi wali itu

kepada dua kelompok, yaitu :

1. Wali dekat atau wali garib («xdl! Jsl)), yaitu ayah dan jika tidak ada
ayah bisa pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan
yang mutlak kepada anak perempuan yang akan dikawinkannya. la
dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda
tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan
seperti ini disebut wali mujbir. Ketidakharusan untuk meminta
pendapat dari anaknya yang masih berusia muda itu karena orang yang
masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan
persetujuan.

2. Wali jauh dari wali ab’ad (=¥ Jsl), yaitu wali dalam garis kerabat
selain dari ayah dan kakek juga selain dari anak dan cucu, karena anak
menurut jJumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari
segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim
boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim, adapun wali ab’ad

adalah sebagai berikut:

0 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2009, hal. 75
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Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada

Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada

Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada

Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada

Anak paman seayah

Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.**

Susunan perpindahan perwalian nikah dari wali agrab kepada

wali ab’ad adalah sebagai berikut:

- ® Q0 T

Wali agrab belum baligh

Wali agrab gila

Wali agrab fasiq

Wali agrab cidera akal pikiran

Wali agrab berlainan agama dengan perempuan
Wali agrab telah mati.*?

Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Urutan kedudukan yang

satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya suatu

susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Maka susunan yang

tererat sampai yang terjauh nasabnya adalah sebagai berikut:

1.

2.

Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas,
yaitu : ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara
laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan
anak laki-laki mereka.

“!bid, hal. 75-76
*Abdul Hadi, Figh Munakahat, Mranggen : CV. Karya Abadi jaya, 2015, hal. 118
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4. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek,
saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.*®

Urut-urutan wali seperti 4 kelompok diatas didasarkan pada
kedekatan nasabnya dengan mempelai perempuan, terkecuali tidak ada,

menderita sakit, tuna rungu, tuna wicara dan sebagainya.
Dalam KHI pasal 21 ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai
erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang
yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan
calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka
yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari
kerabat yang hanya seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni
sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat
seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.**

b. Wali hakim
Wali hakim adalah orang yang di angkat pemerintah untuk
bertindak sebagai wali dalam pernikahan, yaitu apabila seorang calon

mempelai wanita dalam kondisi:

*¥ Djamaan Nur,Figh Munakahat, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal.
65-66

*Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika
Pressinda, 1995, hal. 118
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a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali

b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya).

c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali
yang sederajat dengan dia tidak ada.

d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh
perjalanan yang membolehkan sholat-sholat gasar yaitu 92,5 km).

e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di
jumpai.

f. Wali adhal, artinya tidak tersedia atau menolak untuk
menikahkannya.

g. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point diatas, maka yang
berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Akan
tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang
lain untuk bertindak sebagai wali,maka orang yang mewakilkan itu yang

berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.*

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.*®Dalam hal wali
adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sbagai wali

nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*’

c. Wali Mujbir

** Umul Broroh, Figh Keluarga Muslim Indonesia, Semarang: CV. Karya Abadi
Jaya, 2015, hal. 89-90

*®Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Bab 1V, Bagian ketiga, Pasal 23, ayat 1,
Jakarta: CV. Akademika Pressinda, 1995, hal. 199

“Ibid, ayat 2
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Menurut imam Syafi’l, ayah dan ayah dari ayah adalah wali
mujbir. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa
menunggu keridaan yang dikawinkan itu.*® Golongan Hanafi berpendapat
wali mujbir berlaku bagi asabah seketurunan terhadap anak yang masih
kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya, atau orang yang berada
di bawah pengampunan. Adapun golongan di luar Hanafi membedakan
antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan orang kurang akal
yaitu wali mujbir bagi orang gila dan kurang akalnya adalah ayahnya,
ayah dari ayahnya atau kakek dan hakim. Sedangkan wali mujbir bagi
anak laki-laki dan anak perempuan yang masih kecil mereka perselisihan,
yang dinamakan wali itu ayah, maka pada waktu ayah tidak ada atau kena
larangan syara’ maka ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. Maka ayah
dari ayah dapat menikahkan anaknya yang perawan atau janda yang belum
bersetubuh tanpa izinnya. Maka tidak diisyaratkan izin dari yang
bersangkutan, baik dia sudah baligh atau belumoleh sempurnanya kasih
sayang dari ayah atau kakeknya, karena seorang janda lebih berhak
terhadap dirinya dari walinya, tetapi seorang bikr dikawinkan oleh
ayahnya kepada seorang pria yang kufu, atau sepadan dengannya lagi
sanggup membayar mahar misil. Jika wali mujbir, ayah menikahkannya

kepada pria yang bukan kufu, maka nikahnya tidak sah.

69

*® Djamaan Nur,Figh Munakahat, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal.
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Golongan syafi’i menganjurkan agar ayah tidak menikahkan
wanita yang masih anak-anak sehingga ia cukup dewasa dan dengan
seizinnya, agar si anak nantinya tidak terjatuh pada pria yang tidak
disukainya.

d. Wali Adhal

Wali adhal adalah wali yang tidak bersedia atau menolak untuk
menikahkan anaknya.*°Para ulama berpendapat bahwa seorang wali nikah
tidak berhak merintangi seorang wanita yang ingin dinikahkan dengan
seorang laki-laki yang sepadan atau sekufu dengannya atau laki-laki itu
mau membayar mahar misil. Andaikan seorang wali berbuat demikian,
maka wali itu di namakan adhal atau wali enggan dan dia berbuat zalim
kepada wanita itu.Dalam hal demikian wanita dapat mengadukan
perkaranya/masalahnya kepada pengadilan dan jika pengadilan telah
menyetujui/mengesahkan pengaduannya, maka yang bertindak pada waktu
itu adalah wali hakim. Lain halnya kalau wanita itu ingin dinikahkan
kepada seorang laki-laki yang sepadan dan tidak sanggup membayar
mahar misil atau ada peminang lain menurut wali yang lebih sesuai

dengan derajatnya lebih baik, maka keadaan perwalian seperti ini tidak

* Umul Baroroh, Figh Keluarga Muslim Indonesia, Semarang: CV. Karya Abadi
Jaya, 2015, hal. 90
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dinamakan wali adhal dan perwaliannya tidak pindah tangan orang lain,
karena yang demikian ini tidak menghalangi atau adhal.*

Wali adhal juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk
kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang
ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena adhalnya wali
nasabnya.’!Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya
apakah alasan syar’i atau alasan tidak syar’i.alasan syar’i adalah alasan
yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya anak gadis wali tersebut
dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya
adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan.
Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar’i
seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah
kepada pihak lain (wali hakim). Dan alasan tidak syar’i adalah alasan yang
tidak dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya calon suami si pengantin
wanita tidak sepadan, tidak sekufu, miskin.Jika wali menolak menikahkan
anak gadisnya berdasarkan alasan seperti ini maka kewaliannya dapat
berpindah ke wali hakim sesuai Putusan Pengadilan Agama.Seorang wali

dapat dikatakan adhal apabila:

72

%0 Djamaan Nur,Figh Munakahat, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal.

*'Achmad Cholid, Mewacanakan Wali Adhol Sebagai Perkara Contentious,

http://www.google.co.id/Mewacanakan-Wali-Adhol-Sebagai-Perkara-Contentius. ~ (Diakses
Pada 29 Maret 2017, jam 11.07 Wib)


http://www.google.co.id/Mewacanakan-Wali-Adhol-Sebagai-Perkara-Contentius
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a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang tidak sekufu
dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya.

b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan laki-laki plihannya yang
sepadan dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan
meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki piilihannya yang

sepadan dengannya.*?

Wali adhal dalam perundang-undangan di Indonesia yang
mengatur tentag wali adhal itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
tentang wali adhal.Permasalahan wali adhal juga mengacu pada hukum

Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist.

Wali yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23

bahwa:

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagaiwali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau adhal atau enggan.

2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakimbaru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan
Agama tentang wali tersebut.*®

Wali adhal terhadap pandangan hukum Islam adalah Apabila

seorang wanita telah meminta kepada walinya untuk di nikahkan dengan

52Http://www.Rumahbangsa.net/2014/06/kedudukan-wali-dalam-pernikahan.html?
m=1 (diakses pada 6 April 2017, jam 12.55 wib)

>Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika
Pressindo, 1995, hal. 56


http://www.rumahbangsa.net/2014/06/kedudukan-wali-dalam-pernikahan.html?%20m=1
http://www.rumahbangsa.net/2014/06/kedudukan-wali-dalam-pernikahan.html?%20m=1
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seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dan walinya keberatan dengan
tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah keduanya
ternyata sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut
keberatannya itu.>*

Jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti
halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar mitsil,
atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan
seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain karena tidaklah

dianggap menghalangi.>

D. Syarat-syarat wali
Untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan diperlukan adanya syarat.
Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

a. Merdeka
Seorang wali harus merdeka, bukan budak.Karena budak tidak dapat
menguasai dan memiliki dirinya sendiri.®

b. Islam
Seorang wali nikah harus beragama Islam.

c. Berakal dan Baligh

>*Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hal. 38
**Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 7, Bandung: PT. Alma’arif, 1996, hal. 28
% Abdul Hadi, Figh Munakahat, Semarang: Duta Grafika, 1989, hal.73
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Wali harus berakal dan baligh, artinya tidak boleh orang gila atau
anak dibawah umur, karena mereka tidak/belum mampu berbuat dan
masih ada dibawah perwalian,*’

d. Laki-laki
Wali harus laki-laki. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an

surat An-nur ayat : 32
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Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian®® diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.
dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*®

Menurut jumhur fugoha selain Madzhab Hanafi, wali
disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu tidak ada
perwalian perkawinan bagi perempuan, karena perempuan tidak
memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang

lain.Akan tetapi Madzhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki

*Ibid, hal.74

%8 Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak
bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

% Abdul Hadi, Figh Munakahat, Semarang: Duta Grafika, 1989, hal. 76



35

bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seseorang perempuan
yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan
orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya,®
e. Adil
Wali harus bersifat adil, adil yaitu kelurusan agama, dengan
melaksanakan berbagai kewajiban agama.Serta mencegah berbagai
dosa besar seperti perbuatan zina, minuman khamar dan perbuatan

lain sejenisnya.®

E. KAFA’AH
1. Pengertian Kafa’ah

Kafa’ah berasal dari bahasa Arab dari kata «.5.%?Dalam istilah
fikih kafa’ah artinya sama, serupa, seimbang, serasi. Yang dimaksud
dengan kafa’ah atau kufu’ dalam perkawinan menurut istilah hukum
Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami
sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan
perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam
kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan derajat dalam dalam

akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa’ah adalah

% Umul Baroroh, Figh Keluarga Muslim Indonesia, Semarang: CV. Karya Abadi
Jaya, 2015, hal. 82-83

*!Ipid, hal. 83

82 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, cet.
111, 2009, hal.140
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keseimbangan, keharmonisan,dan keserasian, terutama dalam hal agama,
yaitu akhlak dan ibadah. Sedangkan manusia di sisi Allah SWT dalah
sama. Hanya ketagwaannyalah yang membedakannya.®

Penentuan kafa’ah itu merupakan hak perempuan yang akan
menikah, sehingga bila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang
yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan
izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan
sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila si anak perempuan
menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat menolaknya.®*

2. Ukuran Kafa’ah

Masalah kafa’ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran
adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan,
pekerjaan, kekayaan, dsb.Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari
keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat
tinggi.Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan
perempuan yang memiliki derajat dan kemasyuran yang tingg. Begitu pula
laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan
perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat

menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak

® H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikin Munakahat, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO
PERSADA, cet. Il, 2010, hal.56

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, cet.
111, 2009, hal.141



37

walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.selain itu ada kerelaan

dari walinya yang mengadakan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika

laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur, berarti dia
tidak kufu’ denngan perempuan yang salehah.®®

Dalam kriteria yang digunakan untuk menetukan kafa’ah, ulama
berbeda pendapat, yaitu:

1. Golongan Hanafiah berpendapat sesungguhnya kafa’ah adalah
persamaan antara seorang calon laki-laki dengan calon wanita dalam
beberapa masalah tertentu seperti:

Keturunan

Islam

Pekerjaan

Merdeka

Agama

. Harta
2. Golongan Malikiyah berpendapat kafa’ah dalam nikah adalah

o o0 o

sebanding dalam dua urusan:

1) Masalah agama (jadi orang tersebut harus orang muslim yang tidak
fasiq).

2) Calon pria bebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan
wanita tersebut dapat melaksanakan hak khiyar atau hak pilihnya
seperti: penyakit supak, gila atau penyakit kusta.

3. Menurut golongan Hanabilah yang menjadi kritera kafa’ah adalah:

®*H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO
PERSADA, cet. 1, 2010, hal.58
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Agama

Profesi

Kekayaan

Kemerdekaan diri

. Kenbangsaan

4. Golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa kafa’ah itu adalah dalam

® o0 o

masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu diantaranya ada aib maka
yang lain dapat membatalkan perkawinan itu atau fasakh. Yang perlu
dipertimbangkan dalam masalah kafa’ah ini adalah keturunan, agama,

merdeka, dan pekerjan.®®

Sepakat ulama menempatkan dien atau diyanah yang berarti tingkat
ketaatan beragama sebagai kriteria kafa’ah, bahakan menurut ulama
Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafa’ah
itu.Kesepakatan tersebut didasarkan kepada ffirman Allah dalam QS. As-

sajdah ayat 18:

v
3
PN
(-\
Cz\\\
&
Cr
{\\

Artinya: Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang yang fasik,

mereka tidaklah sama.

% Djamaan Nur, Figih Munakahat, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, cet. |,
1993, hal. 78-79
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Bila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan
alas an calon yang diajukan itu tidak emenuhi kriteria kafa’ah dia tidak boleh
dinyatakan sebagai adhal atau enggan yang menyebabkan kewalian pindah
kepada wali hakim demikian pula anak perempuan dapat menolak kehendak
walinya yang akan mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak memenuhi

kriteria kafa’ah tersebut.®’

. Hak Atas Kafa’ah

Yang berhak atas kafa’ah itu adalahwanita dan yang berkewajiban
harus kafa’ah adalah pria.Jadi yang dikenal persyaratan harus kufu atau harus
sepadan itu adalah laki-laki terhadap wanita.Kafa’ah ini adalah masalah yang
harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk
sahnya suatu pernikahan.Kafa’ah ini adalah hak wanita dan wali, oleh karena
itu keduanya berhak menggugurkan kafa’ah.

Kesimpulannya, kafa’ah itu diperhitungkan sebagai syarat sah nikah
manakala si wanita tidak ridha, kalau dia ridha kafa’ah tidak menjadi
persyaratan sah atau tidaknya nikah.Kalau laki-laki lebih tinggi
kedudukannya, derajatnya, agama, dan kejujurannya dari wanita bukan

menjadi masalah.®®

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, cet.
111, 2009, hal.143

**Djamaan Nur, Figih Munakahat, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, cet. I,
1993, hal. 79
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BAB 111

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO: 0057/PDT.P/2016/P.A
SMG TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL

KARENA SEORANG CALON SUAMI SEORANG BURUH PABRIK

A. Profil Pengadilan Agama Semarang
1. Sejarah Pengadilan Agama semarang

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari
sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syariah diseluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan
Madura pada khususnya. Sejarah kota Semarang diawali dengan kedatangan
Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandang
Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut pulau Tirang.
Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai
sarana menyi’arkan agama Islam.

Daerah yang subur itu tampak disana sini, pohon asam yang jarang,
dan dalam bahasa Jawa disebut Asem Arang, Untuk itu pada perkembangan
selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandang Arang Il wafat pada tahun
1553 Putra dari pendiri desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan arang | adalan
Bupati Semarang | yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota yang
kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul Awal

954 H yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. tanggal penobatan
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tersebut dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang. Dalam bentuknya yang
sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan
Serambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia
bersamaan dengan kehadiran Agama Islam di negeri ini.

Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada
bersamaan dengan masuknya Agama Islam di Kota Semarang. Disebut
Pengadilan Serambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil
tempat di serambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan
bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat dterima
sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan
hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam
sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik,
Ampel, Banten dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah
satu lembaga hukum, mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang
dan berliku menngikuti nada dan irama politik hukum dari penguasanya.
Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta kendala yang tidak
henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan
sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini
menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain,
penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang

bersamaan dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi
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kewenangan Peradilan Agama pada mulannya pendapat yang kuat dikalangan
pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah
hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan
diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari’at Islam untuk orang
Islam. Diantara pakar hukum tersebut adalah Mr.Scholtten van Oud Hoarlem,
Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda yang isinya adalah
bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan,
mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang
putera, maka harus diikhtiarkan agar mereka itu tetap dalam lingkungan
hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk
Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku
di Indonesia adalah hukum Islam, menurut ajaran Hanafi dan Syafi‘i dialah
yang memperkenalkan teori Raceti In Complexu. Teori ini mengajarkan
bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang
Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam
keseluruhannya dan sebagai kesatuan. Pendapat tersebut yang akhirnya
mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24
Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam staatblad Nomor 152 Tahun
1882 Tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada
umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya. Sebagaimana

telah disebutkan diatas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat dikalangan
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pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah
hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan
diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari’at Islam untuk orang
Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah
Hindia-Belanda akibat pengaruh dari seorang orientalis Belanda Cornelis Van
Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan
Cristian Snouck Hurgronge (1957-1936) yang memperkenalkan teori Receptie
yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli,
hukum Islam baru adat dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan
apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum
adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini
jelas  mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam  untuk
mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang
ditanamkan oleh pemerintah colonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang
sangat kuat pada sebagian besar sarjana hukum Indonesia sehingga setelah
Indonesia mendekati teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar.
Usaha penghapusan lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika
pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 tahu 1948
tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan yang
memasukkan Peradilan Agama ke dalam Pengadilan Umum atau dengan kata

lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Akan
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tetapi beruntunglah Allah SWT masih melindungi, undang-undang tersebut
tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke Sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk
mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip  kuno
Pengadilan Agama Semarang. Karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat
beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir dan yang
paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa
orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang
perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau
setidak-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri
perjalanan Pengadilan Agama Semarang.®*

1. Dasar Hukum Pengadilan Agama Semarang

a. Surat keputusan pemerintah Hindia Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882
yang dimuat dalam staatblad Nomor 152 Tahun 1882 tentang
pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

b. Penetapan Pemerintan Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 tentang
penyebaran Mahkamah Islam Tinggi dari kementrian kehakiman
kepada kementrian Agama.

c. Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang pelanjutan
Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah
diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasan
kehakiman dan undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

*! http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang
(diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 14.28 wib)


http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang
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d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan
undang-undang Nomor 50 tahun 2009.%?

2. Visi da Misi Pengadilan Agama Semarang

a. Visi
Terwujudnya Badan Peradulan Agama yang aung
b. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan
sewajarnya serta mengayomi masyarakat.

2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas
dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan
kepegawaian, sarana, dan prasarana rumah tangga kantor dan
pengelolaan keuangan.

4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan
terhadap jalannya peradilan.®

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani

penyelesaian perkara, di samping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut

ialah:*

Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, SH
Wakil Ketua : Drs. H. Asep Imadudin

Hakim : Drs. M. Syukri, SH, MH

Drs. H. Asy’ari, MH

Drs. H. Ahmad Manshur Noor

®?http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/dasar-hukum(diakses
pada hari sabtu 29 April 2017, jam 14.53 wib)

® http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/visi-misi  (diakses
pada hari sabtu 29 April 2017, jam 15.03 wib)

* Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Cetakan VIII , 2008, hal. 16



Drs. H. Rifa’i, SH

Drs. H. Ma’mun

Drs. Zainal Arifin, SH

Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH
Drs. H. Husin Ritonga, MH
Drs. H. Syukur, MH

Drs. H. Muhamad Kasthori, MH
Drs. H. Mashudi, MH

Dra. Hj. Amroh Zahidah, SH,MH
Drs. H. M. Shodiq, SH

Drs. M. Rizal, SH, MH

Drs. Nurhafizal, SH, MH

Drs. H. Yusuf, SH, MH

Panitera -

Wakil Panitera : H. Zainal Abidin, S.Ag

Panitera Muda Hukum : Drs. H. Junaidi

Panitera Muda Permohonan : Drs. Setya Adi Winarko, SH
Panitera Muda Gugatan : Drs. H. Budiyono

Panitera Pengganti : Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, SH, MH

Hj. Cholisoh Dzikry, SH,MH
Fuziyah, S.Ag, MH

Dra. Masturoh
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Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA
Hj. Nur Hidayati, BA

Amniyati Budiwidyarsih, BA

Basiron

Siti Khodijah
Jurusita : Sri Hidayati, SH

Bakri, SH
Jurusita Pengganti : Kusman, SH

Hj. Sri Wahyuni, SH

Abdul Jamil, SHI

Slamet Suharno, SH
Sekretaris -
Kepala Urusan Kepegawaian : Hj. Siti SofiahDwi Kurniati, SE
Kepala Urusan Keuangan dan Umum: Fenia Ariasti, SE

Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan: Wifkil Hana, SH®

. Jumlah Perkara Wali Adhal Tahun 2016

a. Jumlah perkara wali adhal yang diputus di Pengadilan Agama Semarang

pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:®®

®Http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/struktur-organisasi,
(diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 14.54 wib)

® Data Perkara Wali Adhal yang diputus di Pengadilan Agama Semarang pada
tahun 2016



48

No Bulan Jumlah Perkara Wali Adhal
1. |Januari 1
2. | Februari
3. | Maret 1
4. | April 1
5. | Mei 3
6. | Juni 3
7. | Juli 0
8. | Agustus
9. | September
10. | Oktober
11. | November
12. | Desember

Jumlah Perkara 9

b. Jumlah perkara wali adhal yang diterima di Pengadilan Agama Semarang

pada tahun 2016 dalah sebagai berikut:®’

No.

Bulan

Jumlah Perkara Wali Adhal

1.

Januari

2

®” Data Perkara Wali Adhal yang diterima di Pengadilan Agama Semarang pada

tahun 2016
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2. | Februari 2
3. | Maret 1
4. | April 1
S. Mei 1
6. | Juni 1
7. | Juli 0
8. | Agustus

9. | September

10. | Oktober 2

11. | November

12. | Desember 1

Jumlah Perkara 11

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai
perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Peradilan Agama

terdiri dari:

a. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang
berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota kabupaten dengan
wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding
yang berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya
meliputi wilayah Propinsi.
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Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung yang
berkedudukan di ibukota Negara RI yaitu di Jakarta. Pengadilan Agama
dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk
dengan Undang-undang. Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan UUD 1945

pasal 24.%®

5. Kedudukan, Tugas Pokok, dan fungsi Pengadilan Agama
a. Kedudukan Pengadilan Agama

UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50
tahun 2009, pasal 2 menyatakan: Peradilan Agama merupakan salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam
undang-undang ini. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama

dilaksanakan oleh:

®® Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Cetakan VIII , 2008, hal. 15
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a. Pengadilan Agama
b. Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama

berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara

Tertinggi.

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat
pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan
hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqgaf, zakat,
infaq, dan sodaqoh, serta ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam

Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009.%°

B. Putusan hakim Pengadilan Agama Semarang No.0057/pdt.p/2016/pa smg
tentang di kabulkannnya permohonan wali adhal karena calon suami
seorang buruh pabrik.

Pengadilan Agama Semarang sebagai pengadilan tingkat pertama,
telah menyelesaikan perkara wali Adhal yang disebabkan karena calon suami
seorang buruh pabrik dengan perkara no.0057/pdt.p/2016.p.a smg yang mana

kasus tersebut yang akan menjadi objek penelitian penulis. Sebelum

®  Http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-

pokok-dan-, (diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 15.35 wib)
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melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan
mengutarakan tentang duduk perkaranya.

Pengadilan agama semarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara wali
Adhal yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di
kota Semarang, sebagai Pemohon
Pengadilan agama tersebut:
Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, telah
mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 02 mei 2016 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor
0057/pdt.p/2016/PA.smg, tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon, tempat tanggal lahir di semarang, 02 Agustus 1970,
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat kediaman di
kota Semarang.

b. Ibu Pemohon, tempat tanggal lahir di Semarang, 19 Januari 1973,
agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di
kota Semarang.

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon, tempat tanggal lahir di Semarang, 04 September 1993, Agama



53

Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SD, Tempat tinggal di kota
Semarang.

Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama,
kecamatan xxxx, kota Semarang,

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut
sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan
tersebut telah berlangsung selama 6 bulan.

Bahwa selama ini orang tua/pihak keluarga calon suami Pemohon telah
melakukan pendekatan/peminangan terhadap wali Pemohon, namun
ditolak dengan alasan, wali Pemohon tidak setuju jika Pemohon menikah
dengan calon suami Pemohon.

Bahwa dengan demikian berpendapat penolakan wali nikah Pemohon
tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh
karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan
dengan calon suami Pemohon.

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan
nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon
dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam
penyelesaian perkara ini,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan

lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon,
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olenh karenanya Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama
Semarang c.q. Majlis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan wali nikah Pemohon adalah wali Adhal
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya,

Bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir
sendiri dipersidangan dan Majlis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak
meneruskan perkaranya dan tetap minta restu ayahnya sebagai wali namun
Pemohon tetap pada pendiriannya dan ayah Pemohon yang telah dipanggil
dengan patut dan resmi namun tidak hadir sehingga tidak dapat didengar
keterangannya dan selanjutnya Majllis Hakim membacakan surat Permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa didengar pula keterangan calon suami Pemohon, umur 23
tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Kota
Semarang yang pada pokoknya bahwa tetap akan menikah dengan Pemohon
karena sudah menjalin cinta sejak beberapa tahun dan sudah melamar kepada
orang tua Pemohon dan sanggup menjadi suami yang baik serta sudah bekerja

dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.900.000,-
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Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah

mengajukan bukti surat berupa:

1.

Foto copy Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxXx,
Kota Semarang Nomor xxxX, tanggal 08 April 2016 tentang
Penolakan Pernikahan, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1

Fotocopy kartu keluarga, yang telah dicocokkan dengan aslinya
dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah
dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3
Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami
Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai
cukup, diberi tanda P-4

Foto copy Surat Keterangan Untuk Menikah dari Kepala Kota
Semarang atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya
dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5

Foto copy Surat Keterangan Untuk Menikah dari Kepala Kota
Semarang, atas nama calon suami Pemohon, telah dicocokkan
dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-6

Foto copy Surat Persetujuan Mempelai yang ditanda tangani
Pemohon dan Calon suami Pemohon, yang dicocokkan dengan
aslinya, bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P-7

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi

masing-masing bernama:

1.

XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat
tinggal di Kota Semarang yang telah memeberi keterangan
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Pak De
Pemohon.

b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan calon
suami Pemohon bahkan sudah melamar dua kali kepada orang
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tua Pemohon (Ayah Pemohon) namun orang tua (Ayah)
Pemohon menolak lamaran tersebut.

Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin
cinta sudah lama dan calon suami Pemohon sudah bekerja
sebagai buruh pabrik dengan penghasilan Rp. 900.000,-
(Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami
Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan bahkan
orang lain.

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami
Pemohon sama-sama beragama Islam dan keduanya status
jejaka dan perawan.

2. XxXxx, umur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, bertempat

tinggal di kota Semarang, yang telah memberikan keterangan

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

a.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga
calon suami Pemohon.

Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan calon
suami Pemohon bahkan sudah menemui/melamar kepada
orang tua Pemohon (Ayah Pemohon) sebanyak 2 (dua) kali
namun orang tua (Ayah) Pemohon menolak lamaran tersebut,
karena calon suami Pemohon hanya lulusan SD serta hanya
bekerja sebagai buruh pabrik.

Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin
cinta sudah lama.

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami
Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan bahkan
orang lain.

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami
Pemohon sama-sama beragama Islam dan keduanya status
jejaka dan perawan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan

sesuatu apapun dan mohon penetapan
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Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk

segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar bersabar dan menunggu kesediaan orang tua Pemohon untuk
menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon
akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar
Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon
dengan calon suami Pemohon nanti dan Pemohon memohon wali Pemohon
tersebut ditetapkan sebagai wali adhal.

Menimbang, bahwa  Pemohon untuk  meneguhkan  dalil
permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.7 yang
telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan 2 (dua) orang
saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga alat bukti
yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang

sah.
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan 2
(dua) orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa Pemohon dan calon
suaminya telah bertekad bulat dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan,
karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama dewasa dan berfikir
matang, tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut Agama
maupun peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah ditemukan fakta bahwa
Ayah Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami
Pemohon bahkan tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak
jelas. Hal ini juga telah dibuktikan bahwa Ayah Pemohon yang telah
dipanggil sebanyak dua kali untuk didengar keterangannya namun tidak
pernah hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 18
ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11tahun 2007 jo pasal 23 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon tersebut dapat
dinyatakan sebagai wali adhal.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 tentang penolakan
pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Semarang yang
tentunya pernikahan Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Semarang dan sesuai pula
dengan pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007,

maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali
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Hakim. Hal ini sesuai pula dengan sebuah pendapat dalam kitab I’anatut

Thalibin juz 111 halaman 319 sebagai berikut
oS adl lea 5503 0a3 ) (Al sl 58 s

Artinya: “bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang

maka wali hakimlah yang mengawinkannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan Wali Nikah Pemohon (Ayah Pemohon) adalah wali Adhal.

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Semarang
sebagai Wali Hakim Pemohon

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

N
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Demikan penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa
tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437
Hijriyah oleh Drs. H. Asy’ari, M.H. selaku Ketua Majlis, Drs. M.Syukri, S.H.,
M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dibantu oleh Drs. Setya Adi Winarko, SH, selaku Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh Pemohon.”

. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan No0.0057/pdt.p/2016/pa smg
tentanng dikabulkannnya permohonan wali adhal karena calon suami
seorang buruh pabrik

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor.
0057/pdt.p/2016/PA.Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal
karena calon suami seorang buruh pabrik yaitu

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
untuk segera melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon dengan
calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan
yang menjadi halangan bagi mereka. Dan pemohon meminta kepada majelis
hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan wali nikah

Pemohon sebagai wali adhal.

® Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/pdt.p/2016/p.a
smg
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Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar bersabar dan menunggu kesediaan orang tua Pemohon untuk
menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon
akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar
Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon
dengan calon suami Pemohon nanti dan Pemohon mohon wali Pemohon
tersebut ditetapkan sebagai wali adhal.

Menimbang, bahwa  Pemohon untuk  meneguhkan  dalil
permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa p.1 s/d p.7 yang
telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan 2 (dua) orang
saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga alat bukti
yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang
sah.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. Dasar pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Semarang tersebut sangat erat kaitannya dengan asas
personalitas keislaman. Asas Personalitas keislaman adalah pola pengaturan
kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga
lain di luar Pengadilan Agama. Asas Personalitas keislaman itu sendiri,
mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989

pasal 2 dan pasal 49 ayat (1). Pasal (2) Peradilan Agama merupakan salah satu
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pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama
Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang
ini. Pasal (49) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama islam di bidang: ™

1. Perkawinan,
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hokum islam.

Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kekuasaan
mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan
khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama islam.”

. Putusan hakim dalam No.0057/pdt.p/2016/paa smg tentang
dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang
buruh pabrik dengan prinsip-prinsip Munakahat

Semua jenis manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan, setiap
manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohani pasti membutuhkan
teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya. Teman hidup tersebut tidak

hanya untuk seekedar memenuhi kebutuhan biologis semata tetapi juga untuk

™ Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, cet.l, 2004, hal. 222

2 Https://nurjanatunnafis.wordpress.com/2012/12/16/asas-personalitas-keislaman-
sebelum-sesudahnya-uu-no-7-tahun-1989
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bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan
hidup. Dalam hal ini Islam telah mengatur semua itu melalui pernikahan.

Didalam pernikahan terdapat syarat dan rukun, salah satunya yaitu
wali nikah. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah
sehingga nikah menjadi sah. pernikahan sangat perlu adanya perwalian yaitu
wali dari mempelai perempuan. Dan sebagai wali itu tidak boleh enggan
(Adhal) untuk menikahkan anak perempuannya jika anak perempuan sudah
mempunyai calon yang baik dan sekufu. Suatu pernikahan bila dilangsungkan
tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka
pernikahan tersebut batal atau tidak sah.

1. Syarat-syarat wali
Merdeka
Islam

Berakal
Baligh
Laki-laki

Adil

—~® o0 T

Dari analisis di atas, ditinjau dari prinsip-prinsip munakahat Hakim
dalam memutus perkara Nomor 0057/pdt.p/2016/p.a smg tentang
dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh
pabrik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat. Karena dalam figh
munakahat membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam yang
khusus membahas perkawinan (pernikahan) dan yang berhubungan

dengannya, seperti meminang, perwalian, talak, rujuk dan lain-lain yang
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berdasarkan Al-qur’an, Hadis, [jma’, Qiyas. Di samping merujuk pada Al-
qur’an dan Hadis juga terdapaat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian.
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BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NO.0057/PDT.P/2016/PA SMG TENTANG DIKABULKANNYA
PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA SEORANG SUAMI SEORANG

BURUH PABRIK

A. Analisis Hukum Acara (Hukum Formil) Putusan Hakim Pengadilan
Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA.Smg Tentang di Kabulkannya
Permohonan Wali Adhal Karena Seorang Suami Seorang Buruh Pabrik

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang
memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan dan
bagaimana cara Pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan
perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.”> Suatu penetapan yang
merupakan produk hukum dari persidangan terhadap suatu perkara harus sesuai
dengan hukum formil dan materil yang berlaku. Jika salah satu dari unsur
tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan/penetapan tersebut
cacat hukum. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materil adalah
sebagaimana diatur dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dimana

dikemukakan bahwa ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan

” Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 2
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bantuan kepada Penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami
kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang Yyang kurang
pengetahuannya tentang hukum formil dan materil.”®
Untuk mengetahui kebenaran dan sesuai atau tidaknya dengan hukum
maka penyusun akan membandingkan praktek penyelesaian perkara wali adhal
yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Semarang dengan prosedur
penyelesaian perkara wali adhal pada Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:
1. Untuk menetapkan adhalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan
Pengadilan Agama.
Penetapan hari sidang pada perkara wali adhal yang ditetapkan oleh
Pengadilan Agama Semarang, menunjuk hakim Drs. H. Asy’ary sebagai
Ketua Majlis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati,
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Drs. Setya Adi
Winarko, SH, sebagai Panitera Pengganti. Pada hari Selasa 14 Juni 2016.
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan
penetapan adhalnya wali dengan surat permohonan.
3. Adapun surat permohonannya adalah sebagai berikut:
a. ldentitas calon mempelai wanita sebagai Pemohon

Nama T XXXXX

Umur : 21 tahun

® Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, Jakarta: Kencana, 2005, cet.1ll, hal. 23
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Agama : Islam

Pekerjaan - XXXXX

Tempat tinggal : Kota Semarang
b. Uraian tentang pokok perkara.

1. Bahwa pemohon dengan calon suami pemohon telah saling
mencintai dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga
sulit untuk dipisahkan dan sepakat untuk melangsungkan
pernikahan.

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada
hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan
bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan
pernikahan.

3. Bahwa pemohon, calon suami dan perangkat Pengadilan sudah
berusaha membujuk ayah Pemohon agar berkenan menikahkan
Pemohon tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau dengan alasan yang
tidak masuk akal.

4. Petitum, yaitu mohon ditetapkan adholnya wali dan ditunjuk wali
hakim untuk menikahkannya.

4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon

mempelai wanita (Pemohon)
5. Perkara penetapan adhalnya wali berbentuk voluntair.

Permohonan wali adhal di Pengadilan Agama diproses sebagai
perkara voluntair (kepentingan sepihak) yaitu permasalahan perdata yang
diajukan dalam bentuk permohonan yang di tanda tangani oleh
Pemohon/kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, dan
dalam penetapan ini ayah Pemohon tidak mempunyai upaya hukum banding

maupun kasasi karena perkara ini hanya melibatkan calon mempelai wanita
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sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai termohon dan
jika perkara tersebut di putus secara contentious, maka perkara tersebut
akan memperlambat perkawinan dari kedua belah pihak calon mempelai,
dan akan menimbulkan kemadhorotan jika tidak segera ditetapkan, diantara
kemadharatan itu adalah bisa berbuat zina hingga hamil diluar nikah,
sedangkan hal seperti itu tidak sesuai dengan hukum islam.”’

. Pengadilan Agama menetapkan sidangnya pada hari Selasa 14 Juni 2016
dengan memanggil Pemohon dan memanggil pula wali Pemohon tersebut
untuk didengar keterangannya di dalam persidangan, kepada para pihak
diberitahukan pula untuk mempersiapkan beserta para saksi dan bukti yang
dikehendaki untuk diperiksa.

. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara
singkat.

. Pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut,
namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka
hal ini dapat memperkuat adhalnya wali.

. Akan tetapi apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya
maka hakim harus mempertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan

Pemohon terlebih dahulu.

”7 Syukri, Wawancara, hakim anggota dalam persidangan perkara wali adhal No.
0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Rabu 11 April 2017)
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Untuk memperkuat adanya adhalnya wali, maka perlu didengar keterangan
saksi-saksi maupun bukti tertulis yang tercantum dalam penetapan yaitu p.1,
p.2, p.3, p.4, dan p.6. agar tidak sepihak untuk menggali informasi.

Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan
yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap
dilangsungkan justru akan merugikan Pemohon atau terjadinya pelanggaran
terhadap larangan perkawinan, maka permohonan Pemohon akan ditolak.
Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

Ada hubungan darah dalam garis lurus vertical maupun horizontal.

b. Ada hubungan semenda

Ada hubungan sepersusuan.”

Jila ada alasan seperti diatas maka permohonan oleh Pemohon akan ditolak

majelis.

Dari proses penyelesaian tersebut, maka hakim berpendapat bahwa wali
telah benar-benar adhal dan Pemohon tetap pada permohonannya maka
hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan
adholnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai
Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai

wali hakim.”

® Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

Agama, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 16-17

® Asy’ari, Wawancara, ketua majlis dalam persidangan perkara wali adhal No.

0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Kamis 12 April 2017).
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Demikian penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari
Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tannggal 9
Ramadhan 1473 Hijriyah oleh Drs. H. Asy’ary, M.H. selaku Ketua
Majlis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.,
M.H. sebagai masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam siding terbuka untuk
umum sibantu oleh Drs. Setya Adi Winarko, SH, selaku Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali
kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita,
sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya
wali.

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan
dengan wali hakim.

. Pemeriksaan dan penetapan adhalnya wali bagi calon memepelai
wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri
dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai
wanita.

. Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat

ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh
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Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas

nama Menteri Agama.®

Dari cara penyelesaian perkara wali adhal di Pengadilan Agama
Semarang Nomor 0057/pdt.p/2016/p.a smg tentang permohonan wali adhal
karena calon suami seorang buruh pabrik dengan prosedur di Pengadilan Agama
bahwa sudah sesuai dengan hokum formil yang berlaku, dan tidak cacat hukum

dalam pelaksanaannya dipersidangan Pengadilan Agama Semarang.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang
wali nasabnya adhal maka Pengadilan Agama Semarang mendasarkan pada
Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim dan KHI
(Kompilasi Hukum Islam) pasal 23 ayat 1 dan 2 yaitu:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan nya atau diketahui
tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak

sebagai wali nikah setelahada putusan Pengadilan Agama tentang
wali tersebut.®*

Dengan demikian penetapan Pengadilan Agama Semarang yang telah
mengabulkan permohonan wali adhal dan mendapatkan wali hakim dinilai telah

sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat dari kemudhorotan dan

% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000, hal.244-245

" Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika
Pressindo, cet. 11, 1995, hal. 119
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maslahatnya maka ini harus dilakukan demi menghindari hal yang tidak

diinginkan oleh syara’

. Analisis Dasar Pertimbangan Hukim (Hukum Materil) Terhadap Putusan
Pengadilam Agama Semarang No0.0057/Pdt.P/2016/PA Smg Tentang di
Kabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Seorang Suami Seorang
Buruh Pabrik

Hukum materil adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-
kepentingan perseorangan.®? Dalam hal ini merupakan hukum yang memuat
peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan yang berwujud perintah dan
larangan dimana dalam suatu penetapan terdapat pertimbangan hukum.

Dalam perkara ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan
laki-laki pilihannya yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami
yang baik bagi Pemohon. Dari maksud tersebut calon suami Pemohon dan
orang tuanya sudah datang kepada wali Pemohon untuk melamar Pemohon,
bahkan sudah datang untuk melamar sampai 2 (dua) kali, dan ayah Pemohon
tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon tidak menghargai Ayah
Pemohon, dan calon suami Pemohon hanya seorang buruh pabrik bahkan hanya
lulusan SD. Karena alasan penolakan tersebut, Pemohon mengajukan
permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama Semarang dan

hasilnya permohonan tersebut dikabulkan.

8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1983, hal. 9
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Dari penelitian yang telah saya lakukan dengan menggunakan sumber

data dari dokumen penetapan wali adhal serta wawancara kepada para hakim

dalam perkara ini ditemukan beberapa pertimbangan hakim dalam beberapa

pertimbangan yang telah tercantum dalam berkas penetapan permohonan wali

adhal ini yaitu:

a.

Antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk
melaksanakan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan mahram
atau sesusuan bahkan orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, telah terbukti bahwa wali nikah
Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya
dengan alasan yang tidak jelas.

Penolakan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon
dengan calon suami tidak berdasarkan hukum.

Penolakan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon
dengan calon suami tidak sesuai dengan syar’i.

Tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan dipandang tidak
hendak membantah permohonan Pemohon.

Pertimbangan hakim melihat dari hubungan Pemohon dan calon suaminya
agar tidak terjadi penyimpahan dan pelanggaran hukum.

Pertimbangan hakim tersebut akan penyusun analisis untuk dapat

diketahui dasar hukum yang digunakan.

1. Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk

melaksanakan pernikahan.

Pada dasarnya laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita
yang disukainya. Namun prinsip itu tidak mutlak karena ada batasannya
dalam bentuk larangan perkawinan menurut hukum Islam. Dalam

memandang perkara ini bahwa salah satu pertimbangan hakim adalah
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melihat calon mempelai perempuan dalam pinangan orang lain atau tidak,
kemudian dalam hubungan mahram atau tidak, masih sepersusuan atau tidak
dengan calon suaminya. Dalam perkara ini Pemohon dan calon suaminya
telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan
pernikahan karena Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan
juga tidak ada hubungan pertalian darah, tidak ada hubungan mahram
taupun persusuan dengan calon suami Pemohon. &

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti tentang terbuktinya wali nikah
Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan
calon suaminya.

Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan majlis hakim untuk
menetapkan adhalnya wali dalam pernikahan adalah adanya bukti-bukti dan
fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam hukum
pembuktian pasal 163 HIR/283 R.Bg dijelaskan bahwa barang siapa
mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan
untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain,
haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.®*

Sementara itu alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti

surat yang pokok dalam perkara wali adhal adalah surat keterangan yang

# Asy’ari, Wawancara, ketua majlis dalam persidangan perkara wali adhal No.
0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Kamis 12 April 2017).

# M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syari’ah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005 cet. |1, hal. 35
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dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (P.1) yakni bahwa
ternyata walinya tidak bersedia menjadi wali. Sedangkan saksi adalah
orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut dan saksi akan
dimintai keterangan mengenai adhalnya wali dan juga keadaan kedua
Pemohon dan calon suami Pemohon.

Penolakan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan
calon suami tidak berdasarkan hukum.

Alasan penolakan wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan
calon suaminya dinyatakan hakim sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan
hukum. Para ulama berpendapat bahwa wali tidak berhak merintangi
perempuan yang dibawah perwaliannya, bila ia mencegah kelangsungan
pernikahan tersebut tannpa alasan yang jelas berarti dia berbuat zhalim.®®
Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali Pemohon sebagai wali
adhal karena sudah jelas bahwa wali Pemohon menolak untuk menikahkan
karena calon suami Pemohon hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya
lulusan SD. Jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang dibenarkan
syara’, dan apabila wali yang enggan menikahkan mempunyai alasan-alasan
yang kuat menurut hukum perkawinan itu tetap dilangsungkan maka akan
merugikan Pemohon, maka permohonan Pemohon akan ditolak.®® Akan

tetapi dalam perkara penetapan adhalnya wali yang engggan menjadi wali

® Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 7, Bandung: PT. Alma’arif, 1996, hal. 27
% Syukri, Wawancara, hakim anggota dalam persidangan perkara wali adhal No.
0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Rabu 11 April 2017)
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anaknya karena calon suami hanya seorang buruh pabrik dan hanya lulusan
SD ini majelis hakim melihat bahwa alassan penolakan wali tersebut tidak
sesuai denngan syara’. Dalam hal ini dijelaskan oleh Peraturan menteri
agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 bab Il pasal 2 tentang
penetapan adhalnya wali yaitu:

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia
atau diluar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak
mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi
syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat
dilangsungkan dengan Wali Hakim.

(2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini
ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi
tempat tinggal calon mempelai wanita.

(3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan
cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan
menghadirkan wali calon mempelai wanita.®’

. Ketidak hadiran wali nikah Pemohon dalam persidangan dipandang tidak

hendak membantah Permohonan dari Pemohon.

Ketidak hadiran wali nikah Pemohon dalam persidangan itu dipandang
tidak hendak membantah permohonan dari Pemohon dalam persidangan.
Sedangkan di dalam urusan perkara perdata, kedudukan hakim adalah
sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, perlu memeriksa,
memutus, dan mendengarkan dengan teliti terhadap pihak-pihak yang
berselisih itu. ltulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua

hadir di dalam persidangan. Berdasarkan prinsip ini maka diperbolehkan

¥ Ibid.
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memanggil ayah Pemohon yang kedua kalinya (dalam siding pertama),
sebelum ia digugurkan. Karena kemungkinan ada para pihak yang tidak
hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada
yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan
sidang diatur kongkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip,

perkara tetap dapat diselesaikan.®

Wali dari Pemohon bukanlah sebagai pihak termohon, akan tetapi
saksi yang perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya
dalam kepentingan pemeriksaan, karena wali tersebut mempunyai hubungan
hukum langsung dengan Pemohon. Jadi apabila permohonan cukup beralasan
atau terbukti maka permohonannya akan dikabulkan dan jika tidak terbukti

permohonan akan ditolak.®®

Dalam hal ini wali Pemohon telah dipanggil 2 kali dipersidangan
namun tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak
datangnya wali di dalam persidangan tidak disebabkan oleh suatu halangan
yang sah. Jadi tidak memberitahukan bahwa lagi sakit atau sedang pergi,
sehingga berarti sudah dianggap benar karena tidak membantah akibat

ketidak hadirannya.” Tidak membantah artinya mengakui, jika sudah

® Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: CV. Rajawali, cet. I,
1991, hal. 98

* Ibid, hal. 67

*® Asy’ari, Wawancara, ketua majlis dalam persidangan perkara wali adhal No.
0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Kamis 12 April 2017).
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mengakui maka menjadi fakta bahwa wali tersebut adhal untuk menikahkan
puterinya. Oleh karena itu, walaupun wali dari Pemohon membangkang
untuk hadir memberikan keterangan mengenai alasannya menolak untuk
menjadi wali dari Pemohon, majelis hakim tetap bisa mendapatkan
informasi dari beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan.
Maka demi kepastian hukum, perkara permohonan wali adhal karena calon
suami bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini maka tetap
dapat diselesaikan.

. Pertimbangan hakim melihat dari hubungan Pemohon dan calon suaminya
agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Bahwa hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dan
kemudhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim
untuk menikahkan. Sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul
itu harus segera dicegah dengan jalan pernikahan. Karena kemudhorotan
yang akan terjadi lebih besar jika para hakim tidak mengabulkan
permohonan wali adhalnya, diantara kemudhorotan tersebut adalah, hamil
diluar nikah, berbuat zina (kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri.
Oleh karena itu sikap adhalnya wali tidak dibenarkan oleh syari’at Islam,”
karena sudah menjadi kewajiban sorang orang tua (wali) untuk menikahkan

anak perempuannya.

* Syukri, Wawancara, hakim anggota dalam persidangan perkara wali adhal No.
0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Rabu 11 April 2017)
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis sesuai dengan
memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini
yang berjudul “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang

Nomor.0057/pdt.p/2016/p.a Smg tentang Dikabulkannya Permohonan Wali

Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik”, maka penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Formil dalam penetapan Pengadilan Agama Semarang
No0.0057/pdt.p/2016/p.a. Smg tentang dikabulkannya permohonan wali
adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, yaitu: Pengadilan Agama
Semarang telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan
wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan (Pemohon) yang
walinya adhal, maka Pengadilan Agama Semarang mendasarkan pada
Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim dan
Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adhal atau
enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada
putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut, dan perkara

penetapan wali adhal ini merupakan perkara voluntair, karena hanya ada
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Pemohon saja tanpa ada Termohon. Bahkan perkara ini tidak mempunyai
upaya hukum banding maupun kasasi karena hanya bersifat sepihak saja.
2. Hukum Materil dalam memutuskan penetapan Pengadilan Agama
Semarang No0.0057/pdt.p/2016/p.a Smg. tentang permohonan wali adhal
karena calon suami seorang buruh pabrik yaitu dalam penetapan tentang
adhalnya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan
penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh
hukum syara’, karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon
anaknya yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD
ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal
oleh pengadilan, bahkan saat wali dipanggil 2 kali oleh Pengadilan Agama
untuk dimintai keterangan, wali tidak hadir dan tidak memberikan alasan
yang jelas, bahkan secara hukum syara’ antara Pemohon dan calon
suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak
ada hubungan mahram maupun persesusuan. Sehingga solusinya untuk
menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk
menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, berbuat
zina (Kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri dan hal ini dilarang
oleh hukum Islam.
B. Saran
Kepada para hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup

hanya tertuju pada studi teks untuk menghasilkan sebuah keputusan yang adil.
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Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan kembali
untuk menolak menjadi walli nikah bagi perkawinan anaknya sendiri karena
anaknya sudah dewasa dan mempunyai niat baik untuk menikah.

Pemohan dan calon suami diharapkan dapat menerima dengan baik
alasan ataupun nasehat orang tua karena setiap orang tua pasti menginginkan
yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya selagi pilihan anaknya itu baik
dan tidak menyimpang. Dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah
dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan
diantara keluarga hanya karena adanya permasalahan perkawinan. Dengan
adanya ketentuan hukum mengenai wali adhal diharapkan calon suami istri
dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Negara dengan baik.

. Penutup

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT,
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Semarang No0.0057/pdt.p/2016/P.A.Smg tentang
dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh
pabrik.

Mengingat kemampuan yang ada tentunya skripsi ini jauh dari kata
kesempurnaan, karena kesempurnaan dan kebenaran itu hanya milik Allah
semata. Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan

kepada semua pihak, kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan
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masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang
masih dangkal dan dan terbatas, maka penulis masih membutuhkan kritik dan
saran dari semua pihak yang senantiasa penulis nantikan.

Akhirnya penulis berharap dengan bagaimanapun bentuk tulisan
skripsi ini semoga bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada
umumnya. Dan semoga kehilafan yang penulis perbuat, Allah SWT

senantiasa membukakan pintu ampunnya. Amin ya rabbal alamin
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